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KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial
Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat terselesaikan. Rencana Kerja
(Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun
2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi.

Beberapa hal yang diperlukan sebelum dilakukannya
Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 adalah :

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun
n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan denqan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, dan realisasi Renstra
mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD

Renja Dinas Sosial merupakan penjabaran dari Renstra yang
mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna, yang
selanjutnya akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan
yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran.
Dokumen ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan
permasalahan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran peningkatan
pelayanan, dan target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian
program dan kegiatan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ranai, 5 Agustus 2024
Ke_pa)lapinas Sosial Kabupaten Natuna
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan

Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah

Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang

kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun

2022. Kemudian di ubah kembali berdasarkan Peraturan Bupati Natuna

nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan
evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;

b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, dan Bidang
Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;

c. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan
pelayanan umum di bidang Sosial,;

d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;




Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial
merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas
Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran sekaligus
menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran
peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana
pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial
Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat
Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna
diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan
Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja
melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Persiapan Penyusunan Renja Dinas Sosial mencakup :
1) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang
pembentukan tim Penyusun Renja;
2) Orientasi mengenai Renja;
3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi:
1) Perumusan Rancangan Renja, dan
2) Penyajian Rancangan Renja.
Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup :
a) Pengolahan data dan informasi;
b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu
berdasarkan Renstra;
c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
e) Perumusan tujuan dan sasaran;

f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;




g) Perumusan kegiatan prioritas;

h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;

1) Penyempurnaan rancangan Renja;

j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas
dan sasaran pembangunan tahun rencana  dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan

daerah.

3. Forum Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil
musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini
rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh
masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja

Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD
Pada tahap ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah
disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk
memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Renja Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD
Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Sosial, dengan Renja
Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu  pada
Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas
Sosial tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun
2020 - 2024. Renja Dinas Sosial selanjutnya menjadi bahan dalam

penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);




9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447), yang telah diutakhirkan berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011
Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
di Provinsi Kepulauan Riau;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Natuna;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender dalam  Pembangunan
Kabupaten Natuna;

Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 -
2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna  Tahun 2016 Nomor 62)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna
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Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);

17. Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah
Kabupaten Natuna;

19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 361);

20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial

Kabupaten Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan,

sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana

tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan
pembangunan daerah.
2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas
Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu
dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial;

b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja

tahun 2025;




1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten

Natuna tahun 2025 sebagai berikut:

Bab 1

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab 'V

Pendahuluan, Dberisi tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat
Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun
2025, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2025

Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Sosial Tahun 2025.




BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun
Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023
menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan
di Dinas Sosial Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Sosial
Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar
Rp.5.439.953.125,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.5.044.823.568,00 atau sebesar 92,74%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja
tahun 2023 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

e Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
e Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

e Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

e Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

e Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

e Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material




e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
e Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah  Daerah

e Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

e Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

e Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

e Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
e Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

e Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

e Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

e Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

b. Program Pemberdayaan Sosial

1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Daerah Kabupaten/Kota

e Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

e Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya
Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

c. Program Rehabilitasi Sosial

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti SosialPengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu

e Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
e Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga




e Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

e Sub KegiatanFasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

e Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

e. Program Penanganan Bencana
1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial Kabupaten/Kota
e Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten//Kota
e Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna
Siaga Bencana
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
e Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
2.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Sosial. Capaian Renstra secara umum telah berjalan dengan baik,
dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 100 persen,
bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun
anggaran yang direncanakan dalam Renstra.
3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil pada penyusunan Renja tahun 2025 yaitu perlu dilakukan
sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung

capaian target kinerja.

Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023 terlihat pada Tabel 2.1
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Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2022 dan 2023

Kode |Sasar Urusan] Bidang Urusan Tndikator Kinerja | Satuan | TargelRenstra PD pada | Realis asi capaian kinerja | Targel Kinerja Angaran Renja Perangkal Daerah Tabun Realisasi Kinerja pada Triwd an Realisasi Capaian Kinerja | Tingkat Capaian |RealisasiKinerja Renstra| Tingkat Capaian Kinerja | Perangkat
an Pemerintahan; Program Tahun 2021 s/ d 2026 Renstra PD sampai Berjalan (Tahun 2023) dievaluasi 1 5 Tr 5 d. ja PD jad PDs {d Tahun 2022 Renstra PD s/ d Tabun Daerah
Progeam/ Kegiatan/ Subleegiatan (Outcome)/ (periode renstra PD) dangan Tahun 2022 vang dieval uasi Realisasi Anggaran
Kegistan/ Sub Renja 2021 yang
Kegiatan (Dutput) dievaluasi (%)
i Z 3 a aA 5 3 8 5 10 i1 17=8+9+10+11 13=12/7 %100 T4=6+17 15=14/54100 16
3 RP K RP K RP Renja 3 RPDPA 3 "D K RP K "D K RP 3 RP K RP K RP K RP
L.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG #REFI #RER #REFT #REA #REFT #REF! #REFI #RER FREFU #REF! #REF! #RER [Dinas Sosial
sOS1AL
L0601, PROGRAMPENUNIANG URUSAN  |NILALLAPORAN  NILAL 80,05 291,050,000) BO.61|  24,682308| 79.00 58,210,000 79.00 36,041,831 7315 1,565,642 73.15 5,701,105| 7315 7B27,926) 13.13| 6,889,047 7315 8,889,547 9259 2466 | 8061 3357L,8% 101 11,53 |Dinas Sosial
PEMERINTAHAN DAERAH LI
KABUPATEN / KOTA
L0601, Perencanaan, dan 100 291,050,000 100 21,682,308| 100 58,210,000 100 36,041,831 100 1,565,642 100 5,701,105 100 7,827,926 100 8,889,547| 100 8,889,547 100 2266 100| 33,571,855 100 11,53 [Dinas Sosial
2.01. Evaluasi Kinerja Peranglat Daersh  |Realisasi Kinerja
Peranglat Daerah
.08 01,2, [Roerdnas! dan Peryusanan Laperan Norelah Lapeean Caporan =z Z3L,050,000] % 24502308 2 SgEinom|  z IR [ ) STLL08| 2 78Ia%| 2 8889547 2 8,889,547 100 2246 4| 33571, 33 11.53 |Dinas Sosial
01,05, |Capsian Kinerja dan Thblisar Re sksasi |Capsian Kinerja dan
lkinera SKPD) [Tkt Bar Resisasi Kinerjs
IKFD dan Laperan Hasl]
Ik cordiasi Perys Lran
ILsporsn Capsisn
lkirerfa dan Tkbtear
[Realsasi Kinerjs SED
L0601, PROGRAM PENUN 18N G URLISAN ayanan £ 21,498,536,000] 0 | Z,665,766,933| & | 4,166305,288| 83 3,140,831,552| 100 T60,822,724| 100 | 1,843908,737| 100| 2577903510 100 [Z,9/8,315,629) 100 | Z978,319,629| L17.65| 719 100 5,647,082, 562 111 26.33 |[Dinas Sosial
PEMERIN TAHAN DAERAH Dulamgan
KABUPATEN / KOTA Administrasi
Keselaetariatan
yang Sesuai SOP
L0601, iKeuangan gl Waldu 1 15199,100,000] 1 | 2,668,/66,933] 1 3,039,820,898| 1 3032639875 | 1 664,266,069 1 | 1,510,699,292| 1 | 1,97L825,126] 1 [29/8,215,629] L 2,978,315,629 100] %82t 25,647,002, 562 200 37.15 [Dinas S osial
2.02, Daerah Pembayaran waldu
Administrasi
Keuangan
Peranglat
Daerah
1.06.01.2, [Pernrediasn Gaji dan Tunjangan #6N [umlah Crang yang (Orang 19 15, 199,100,000 13 2,688,7E6,933 13 3,039,820,838 20 3,032,639,875 20 BE4,2E6,869 20 1,510,699,242 21 1,97 1,825,126 21 2,978,215 629 21 2,978,315629 105 821 405,64 7,082,562 211 37.15 |Dinas Sosial
02,01, [Mererima Gaf dan
[Turjarigan At
L0601, Adwinistrasi Kepegawaian Peranglat |Persentase Persentase| 95 32,400,000 0 of @ 16,200,000] 95 FEEPECTY 979,140[ 95 2,447,850| 95 21,696,990 100 24,144,840 100 2,447,850 | 105.26 | 1043 100]  2,447,830] 105 7.96 |Dinas Sosial
2.05. Daerah Kahadiran Pegawai
.08 1.2, [Fergadsan Fakaan Dinas beserta Ao [Jomlah Pakat Pabaan [Pakel £l 2,400 000) 0 [T i€200,000) 31 mRLE| 0 a1 FREEE] N ZLEsea9 0 414540 29 2,447,850 91 D 23| 2,447,850] 54 7.56 |Dinas Sosial
o502, Ikelergkaparnya IDiras beserta Shribuk
lkekrgkaparnya
L.06.01. Adwinistrasi Kepegawaian Peranglat |Persentase Persentase | 27 210,000,000, 0 o 11 30,000,000 11 35100000 | O gL o 10 24,581,744 10 24,581,744 10 29,581,744 90.91| #H 10| 24,581,749 57 11,71 |Ginas Sosial
2.05. Daerah Aparatur yang
Bersertifikasi
106 012, [Brmbingan T ek ImpRm ertasi Peratran [Jomlsh Crang yang  [ovang g Z10,000,000] 0 0z Sn000.000] % ELETTT oz o o 24557 H 0 Zatalra] 2 24,561,744 100] %8 2| 24,501,744 a0 11.71 |Dinas Sosial
o511, IPerundargUndangan [Mengi«.ti Bimbingar
[Tekris Innplement ssi
[Perstursn Perndsng-
ILindargan
L0601, ini 3 7= 2,261,046,000 75| 411,285,898 73 €85,0085,400| 15 A05,764,640| 73 30,606,900 v3| 121,671,572| 75| 219,306,000] 75| 32,635,972 73 362,635,972 100| o7 150| 773,921,810 200 34.23 [Dinas S osial
2.06. Daerah Penyediaan
Sarana Administrasi
Unwm Peranglat
Daerah
106 012, [Perwedaan Perslatan dan Perkrgiapan [Jlah Paket Perahtan kel T Z40,000,000] & T309L81] 1 ZEES0n000| 1 EEETE) 507,600 1 EERZERIT] Y SLeeLO0| 1 BL7aLonn| L 51,781,000 100.00| 9775 9| 274,872,831 00 114.53 [Dinas Sosial
06,02, IKarkor ldsn Perkenighapan
IKartor yang Disedskan
.06 01,2, [Ferwedaan Feraltan Rumah Targgs  [Jrlah Paket Ferabtan [Faket 1 10,000,000] 1 Sarzsen| 1 Zaoo000] 0 - T o 1 [ [ i1 RES 70T 2| 37,072,500 200 34.33 |Dinas Sosial
0,03, [Furnsh Tanggs yang
sedakan
106 012, [Feryedaan Bahan Logstk Kartor [irnlsh Paket Bahan [Paket T ce.900,000) 1 SEe0m0] 1 Zoomoa| 1 Zoom| 1 TErs00| 1 FZ0000] 1 ER LT Y TLoar000] 1 11,937,000 00| a8 2 21,517,000 200 36.59 [Dinas S osial
06,04, ILogst: Karice yang
izedakan
T8 01,2, [Perwedaan Earang Catakan dan lirnlsh Paket Barang [Paket 3 164,832,000 3 44,000 3 R FERELETY Y ERTERT IS FEREE ] S 20,096,200 3 Zailz00] 3 26,311,200 100 955% 6| 43,353,200 200 25,30 [Dinas S osial
0. 05, [Perggandsan |Cetakan dar
IFervinandsan vara
.08 0.2, [Feryedaan Bahan Bacaan dan Perabiran [Jmlah Dokumen Gdomen 1 E0,000,000) 1 0,050,000 1 iz000,000 1 TZEmem| o o 1 Eon0.000) 1 E.o0n,000 1 iT,300,000) 1 11,300,000 00| w47 2| 21,950,000 200 35.58 [Dmas Sosial
0c...06. [Perundang-undsngan [Bahan Bacaan dan
[Peratiran Perndang-
lunddanigan yang
[Pernrediaan BahanyMat erial J\_m\:hbpakzt [Pabat 1 80,354,000 1 24,246,000 1 40,254,000 1 2,000,000 o o 1 1,985,000 1,985,000 1,325,000 1 1,985,000 100 925 2 36,231,000 200 45.09 |Dinas Sosial
[BaharyMaterial yarg
sedakan
T8 01,2 [Ferwekrogaraan Rapat Kecrdnasi den [Jurmlah Laporan Caporan % T.429,050,000] &0 T0s03507| 28 307,265.000 28 AR B 1045000 & 5230872 16 Me.1am| = 33772 7 223311,772| 26786 | B3 135| 334,115,279 a8z 23.38 [Dinas Sosial
0E.09 lKors ukasi SKPC: IPerweknggaraan Rapat
IKeerdiasi dan
IKorsukasi SKFD
106 012, [FerataiEahaan Arsp Diame pads SEFD. [Jrleh Dokumen Gekomen E] 20000000 0 [ ECREI S000,000 | 1 a0 i T EAS U] 3,810,000 100] %2 & 4,810,000 75 3.01 [Dinas Sosial
0. 10, [Perataisahaan Arsp
[Dirarnis pads SKFO




L.06.01. Pengadaan Barang Milik Daerah 70 2,200,000,000 80| 414,186,000] 50 75,000,000] 55 Z75,065,785] 49.66 3,569,500] 49.66 8,323,750] 60.18]  67,635,250) 60.18| 251,857,600 | 6018 | 251,857,650] 10947 | W25 140] 666,043,650 200 30.27 [Dinas S osial
2.07. ¥ an i ingh Barang
Daerah lile Perangleat
Daerah
[Pergadaan Kendaraan Dinas Crerasioral [Jrlah Link Kendaraan |k T 75,000,000] 1 4igee 000 1 FE000,000] 1 EEe EEEET] &925,750) 1 FENGIE I FICTI I 45,625,750 100] was 2| 459,811,750 200 52,55 [Dinas S osial
lstaus Lapangan IDiras Operasicnal atau
[Lapangan yang
IDisediakar
[Pergadaan Mebel il Paket Mebel  [Paket % 675,000,000] 0 i u Eo0n00n| 3 Twmama| o of o of o 556,000 7 195,90 7 25,195,950 23333 | 08 7| 2s195,9%0 16 3.73 |Dinas Sosial
heang Cs edakan
[Pergadaan Peralitan dan MesnLarnys  [Jumlah Uik Peralatan [Urd 3 450,000,000 1 1l u 150.000,000] 15 ETTCE] of o of =z 11,266,000 16 172415950 18 172,415,950 120] 22 19| 172,415,990 54 38.31 |Dinas Sosial
07.06. lcan Mesin Lanya
hyang Ck edskan
[Pergadaan Aset Tetap Larnya urnlsh Link Aset Tetap|Urk 0 200,000,000 1 CI 0000000 10 nwewE| o of o of 1w 8620000 0O 2,620,000 10 8,620,000 100 #2 11| 8620,000] 55 4.31|Dinas Sosial
lLairya yang
IDisediakar
L0601 diaan Jasa jang Urusan 80 1,195,000,000] 80| 216008814 80 240,000,000 20 263,682,360 100 55,726,248 100| 121,964,008 100| 181,301,544] 100 232,811,192 | 100 252,811,192 125 9588 180| 468,820,006 225 39.23 |Dinas Sosial
2.08, Pamerintahan Daerah penyediaan jasa
sarana penunjang
urusan perkantoran
T8 012, [Feriedaan Jaza Surat Meryurat [crrlsh Laperan Caporan T 34,000,000 1 TN ET] B TO00000] 1 ETRTLETY Y BT T5ea000] 1 19,990,600 1 S0,725,600] L 30,725,600 100] =3 Z| 52,346,730 200 153.9 [Dinas S osial
02,01, IPeryedaan Jasa Surat
[Mernurat
106 012, [Peryedaan Jasa Kemurdeasi, Samber |Jumlah Laperan Laporan 1 6,000,000 1 of 1 toomona| 1 EE] 000 1 7L000) 1 o001 33000 1 135,000 10| zZm z 139,000 200 2.32 |Dinas Sosial
02,02, IDava A dan Listric IPeryredaan lasa
lKomunikasi, Sumber
[Daya & dan Listri
108012, [Feryedaan Jasa Pelayanan Lmum Karer [Jomlah Laporan Caporan = 1,155,000 ,000| 12 a3 e 12 000000 12 ETRELE S T 108,243,008 ¥ ELI093H| ¥ T 55| 12 271,516,592 100 9549 24| 416,334,276 200 35.05 [Dnas Sosial
0z..04, IPerwredaan Jasa
[Pelayaran Limum
IKartor yarg Dk edskan
L0601, Pemeliharaan Barang Milik Daerah 7S 351,000,000 34,665,131 70 80,200,000] 73 110,414,552| 7 5674067 75| 74,802,315 75| 90,441,197 75 7= - 100 - 150] 34,668,131 200 9,85 |Dinas Sosial
2.09, j an i Jih
Daerah sarana dan
prasarana
penunjang urusan
perkantoran
T8 0Lz, [Peryedaan Jaza Pemelfaraan, Gaya  [Julshkerdarasn Uk z [EETT ) 276,01 2 Z2z0000] 2 SLaasz| 2 SZA0er| 2 FESECT ELETETT ] 0,226,161 3 49,226,161 150| %79 5[ 71,999,222 250 59,50 [Dinas § osial
0302, [Pemelharaan, Pajak dan Perinan IDias Operasicrial atau
Iceridara s Dinas Operasicnal atau ILspangsn yarg
ILspargan IDipeihara dan
ldbayarkan Pajak dan
[Perizinarrya
108 012 [FemelFaraan Peralatan dan Mezi Larriya [Jurlah Peralitan dan Uk 30 Za000,000] 3 TI50000| E000000 4 9000000 | 2 00,000 @ 400000 3 CE50000( © R 8,000,000 125 w9 B[ 13,950,000 27 58.13 [Dinas Sosial
09,06 [Mesin Lairma warg
IDipsihara
.08 01,2, [Fem elaraaryRehatitasi Sarana dan [Jlah Sarara dan [ El Z06,000,000) 3 casooon| 5 So000,000] 4 XX L E 45,455,800 0 4545600 0 5,450,600 3 49,483,800 | 6| 55,433,800 0 76.91 |Dinas Sosial
03,11, IPrasarana Perd g Gecung Karker atau [Prasarana Pendaurg
[Bancunan Lairrwa G2 g Kantor atau
[Bangrnan Lairrya
varg
L0602 PROGRAM PEMBERDAY ARN S 05 TAL 50 1,856,897,000] 30[ 90,1596 50 350,000,000 50 100,076,500] 50 2,259,852 50 74, 709,544 50| 80,359,174 S0 00,359,174 100] w03 90| 170,518,895 160 9,18 |Dinas Sosial
Pemberdayaan
LOG.0Z Pengembangan Potensi Sumber Jumdah PSKS yang  |PSKS 3 1,856,847,000| 5| 90,159,671 5 350,000,000 5 100,076,500 & 2,259,852 6| 74,709,544 6| 80,359,174 6 80,359,174 1200 %030 11 170,518,815 183 918 [Dinas Sosial
2.03, Kesejahteraan Sosial Daerah dilembanglkan
Kabupaten/ Kota
1.06 022, [Peringiatan Kemampuan PoterciPekeria [Jumlah Crang [orang 50 550,000,000] 30 27,340671] 40 1s0.000000| 0 . [ of o 0 0 - #o1v/ o | #01W /00 30| 87,940,671 60 15.99 Dinas S osial
0201, |Sosial Mas yarakat Kewenangan IMendapat Peringhatan
IKatwpatenyKata IKapaskas Pekerja Sesial
IMasyarabkat
[Kewenangan
lKatwpaten/ata
106 022, [Peringiatan Kemampuan Potersi Tenaga [Jumlah Tenaga [orang 50 1056397000 O [IED 150,000,000 16 ECRE 2259852 17 59,233,192 0 FRLOFA0H 0 7a.723 604 17 T8, 723674 1063 o, 17| 7872367 34 7.45 |Dinas Sosial
02,02 Iese jahteraan Sesisl Kecam atan Iese jahk erasn Sosial
[Kewenangan Kabopaterykota IKecamatan
[Kevenangan
[Kabupatenykata yang
IMeringat
[Kapastasriga
[Kewenangan
[KabxpateryKata
T8 2.2, [Feringratan Kemampuan Sumber Daya  [Julah Sertfiat yang [Sertfkat 1 Z50,000,000] 0 zzigom| 1 So000000] 1 TEALEW0 | © oo [T FEET T co0| 0 1,635,500 o] ®as o 3,854,500 [ 1.54|Dinas Sosial
0z.05. IMarvsia dan Pengust an Lembaga ldr Hasd Peringhatan
Ikarsubasi Kesejshtaraan Kelusrgs (LK3)  [Sumber Daya Marusia
s Lembaga
Korsukasi
Icesejahtersan Kehumngs
[(LK3) Kewerangan

12




1.06.04.

PROGRAM REHABILITAST 505 TAL

Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut
Usia Ter antar dan

GEPENG diluar Panti
Sosial

185,000,000 100

524,415,871

185,000,000

550,263,191

11,558,050

100] 113,294,108

341,100,892] 100

41,142,614

41,142,614

100

200

965,556,405

200

52192

[Dinas S osial

1.06.04.
201

Rehabi osial Dasar

Penyandang Disabilitas Terlantar,
nalk Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan

Penyandang
Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut
Usia Ted antar dan
GEPENG diluar Panti

165,000,000

524,415,871

185,000,000

550,262,191

00

11,598,050

113,294,108

341,100,892

441,132,614

00

441,132,614

Peryedaan Aat Bartu

umlah Crang yarg
Merdapatian Hat
Bartu dan olat Barbu
IPera ga Sesuai
kebufuan
Kevenangsn

abopateryicats

[Crang

50,000,000] 21

363,288,002

50,000,000

30

230,800,351

11,598,050

[ 40,065,316

7%

TEE7a.z18 76

209,074,800

209,074,800

100

200

965,558,495

W59

572,362,802

106042,
01,11,

[Fern Berian Pelay aran Fenehs ran
Kebiarga

[urnlah Svang yarg
Merdapathan
IPelanyanan Perelsuran
Iebiargs Kewenangsn
Kabopat erykiats

[Crarg

5,000,000 0

20,399,014

85,000,000

60,712,360

12851107 0

22,393,014

22,933,014

L0602,
o112,

e Berian Laya nan Rujuban

umlah Orarg

Iabopat erykinta

0,000 000

1.06.05

PROGRAM PERL

JAMINAN SOSTAL

Pedindungan dan
Jaminan Sosial bagi
PPKS

5974

1,055,000,000

140,723,855

50,000,000

258,743,300

7,032,435,400

60.49

135,000,000

&0.09

326,533,777

86.57

51,061,338

3 73,228,792

.57

2775563 0

208,074,800

209,074,800

37TE

43,392,028

100

B30

349,803,655

200

521.92

[Dinas S osial

323

1144.73

[Dinas S osial

20

[Dinas S osial

BIREL

[Dinas S osial

1.06.05
2.02.

Pengelolaan Data Falar Miskin
Calapan Daerah Kabupaten; Kota

Desa/Kelwahan
yang AlF
Mengupdate Data
Terpadu

s441

1,055,000,000) 54.55

2,062,435,400

59.74

135,000,000

5974

326,533,777

54.55

51,061,338

5155 96,284,670

144,598,558 8r.18

144,538,558

304,442,570

8718

304,342,570

wn

2,336,877,970

795

304,442,570

304,342,570

167.39

2,336,877,970

22151

[Dinas S osial

183 221.51 [Dinas S osial

10605 2,
jo2.03,

[Fasiitasi Earkuan Sosial Kes ejaHeraan
ebarga

[urnlah Kelarga
Pererima Manfast
(KPR yana
Merndapatian Bantuan
(Sesial Kesejabtera an
Ieluargs Kcewenangsn
Kabopat erykinta

=

ZEFE

015,000 ,000[ 3,641

2,032,435,400

ZETE

85,000,000

275

TFRSLTT

4134

E1,061,338

430 9E,764ETD

4,186

139,303,558 4,093

256,847 570

256,847,570

13,734

L0605 2,
lo2.04,

[Fasitasi BartLan Pengem bangan Ekcoomi
Masyarakat

Durnlah Grang
Mendapatlan Bantuan
Pergembangsn
lEkcrorni M syarakat
Kewenangan

1.06.06.

PROGRAM PEN ANGANAN BENCANA

korban

bencana alam dan
sosial yang

1.06.06.
2.01.

Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Perlindungan Sosial
Bagi Korban
Rancana Alam dan

40,000,000 0

50,000,000

25,000,000

a795,000) 20

47,595,000

47,535,000

20

63,394,961

50,000,000

97,601,064

100

11,137,615

3,344,961

50,000, 000

57,601,064

100

11,137,615

43,072,480

64,876,966

61,876,366

100

200

45,072,430 100

64,375,565

54,876,566

100

200

2,789,282,970

47,595,000

378,33 [Dinas S osial

a0

[Dinas S osial

128,221,527

106062,
o101,

Fermyadean Makaran

urnlsh Qrang yarg
Merdapatkan

[Perm akaran 3xi Hari
calarn Msss Taragsp
Dz rurat (Pergrgsisr)

[Crang

250,000,000( 3,116

62,344,961

50,000,000

TLELEE

1575

11137615

1 38,027,836

49,072,480 2,018

64,976,566

2,018

64,876,566

100

5,134

128,221,527

1.06.06.
2.02.

Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyaralal terhadap Kesiapsiagaan
Bencana Kabupaten, Kota

Keuenangin
Sumiah Kampung
Siaga Bencana

Kampung

50,000, 000

164,605,210

3,992,822

i 35,136,689

51,699,511 1

135,089,651

136,089,651

100

136,089,651

.06 062,
2,02,

Keordinasi, Sosiizasi dan Pelsksanaan
Tanns Sags Bercans

[furnlah Tanra Siage
Bencana yang
mengluti Sosialasi

[Crarg

400,000 600

1.06.07.

PROGRAM PENGELOLAAN TAMIAN
MAKAM PAHLANAN

Tanvan
Malam Pahlawan
yang dikelola

17,520,136

50,000,300

20,000,000

64,805,210

19,000,000]

100

2,392,822

2,453,342

[ 35,136,689

SLEFS1| 17

136,083,651

17

136,089,651

100

2,929,341

14,677,527

17,651,192

17,651,192

100

200

136,089,651

128,221,527

35,171,328

200

51,23 |Dinas § osial

200

[Dinas S osial

[Dinas S osial

3.0z

[Dinas S osial

a0z

[Dinas 5 osial

200

[Dinas S osial

1.06.07.
2.01.

Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten, Kota

Taman

Malcam P ahlawan
yang dipelihara

17,520,136

20,000,000

18,000,000

100

3,454,342

7,929,341

14,677,527

17,651,192

17,651,192

100

200

10607 2
1.0z,

[Fem siharasn T aman Makam FaHawan
INasicnal KabpatenKcka

Surlzh Miskam yarg
Terpervti
Pern slharannya pads

[ Taman Makam

[t akam

310,000,000

17,520,136

20,000,000

15,000,000

2,454,342

11 2,523,341

14677527 11

17,651,192

i1

17,651,132

100

22

35,171,328

35,171,328

200

11.35 Dinas S esial

200

[Dinas S osial




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Sosial pada tahun 2023 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari

sebanyak 6 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2023, semuanya telah tercapai sesuai

dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan sosial tergolong

baik.
Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Target dan Realisasi Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Renstra
Renstra Tahun ke - 1 (2022) Tahun ke - 2 (2023)
Data Target
Capaian Kinerja s Tingkat S Tingkat
PP'?g’.“““ Indikator Kinerja Satuan Awal Tahun Akhir T.a rge.t Re-a llS?Sl Capiian T.a rge't Re-a llS?Sl Capiian
rioritas P Kinerja Kinerja s Kinerja Kinerja s
erencanaan Rensta A : Realisasi : : Realisasi
Renja Renja . . Renja Renja . .
(2021) (2026) T Kinerja Kinerja
ahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2022 2022 2022 (%) 2023 2023 2023(%)
Program
Penunjang Nilai Laporan LKjIP Nilai 78.28 80.05 78.80 80.61 102.30 79.00 73.15 92.59
Urusan
Pemerintahan Persentase Layanan Persen 80 90 80 80 100 85 100 117.65
Dearah Dukungan
Kabupaten/Kota | Administrasi
Kesekretariaran yang
Sesuai SOP
Program Persentase
Pemberdayaan . Persen 50 50 50 50 100 50 50 100
Sosial Pemberdayaan Sosial
Program Persentase Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
Rehabilitasi Rehabilitasi Sosial
Sosial Dasar bagi
Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar,
Lansia Terlantar dan
Gepeng diluar panti
sosial
Program Persentase Persen 50.95 59.74 60.49 89.25 147.55 60.09 80.17 133.42
Perlindungan Perlindungan dan
dan Jaminan | Jaminan Sosial bagi
Sosial PPKS
Program Persentase = Korban Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
Penanganan Bencana alam dan
Bencana sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
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Program
Pengelolaan
Taman Makam
Pahlawan

Persentase
Makam

Taman
Pahlawan

yang dikelola

Persen

100

100

100

100

100

100

100

100

15



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian
hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap
pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-
isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan
permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta
capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
yaitu sebagai berikut:

a. Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial
adalah sebagai berikut :
e Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani
e Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan
sosial didaerah dan nasional
e Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tetapi
cakupannya penanganannya masih rendah
e Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan
oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
e Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.
b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Sosial adalah sebagai berikut :
e Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu
sesuai dengan kondisi daerah
e Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian
Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah
e Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial

secara khusus
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Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai
berikut:

e Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah Pusat,
Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat untuk mendorong program percepatan pengentasan
kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi kebutuhan
dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan,
penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.

e Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan
jaminan sosial

e Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan
dasar

Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :
e Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
e Belum optimalnya pemberdayaan PSKS

e Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun
2023, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal
ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam
rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai

dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat
merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun

yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024

disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. RPJMN 2020-2024

dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia

Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”, yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang

dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1.

A

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

Mencapai Lingkungan Hidup yag Berkelanjutan;

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan
Terpercaya;

Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman
pada Seluruh Warga;

Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, dan
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7

(tujuh) agenda pembangunan tahun 2025 yaitu :

1.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

Berkualitas dan Berkeadilan ;

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,

inklusif dan berdaya saing melalui :

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan
pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya
air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry,
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kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif
dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan

Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan

memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan

pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu

menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan

melalui :

1) Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,

2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum
berkembang,

3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,

4) Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan
dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta

5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara
merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya

Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk

menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas

dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan

cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

1) Pengendalian  penduduk dan  penguatan  tata  kelola
kependudukan,;

2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju
cakupan kesehatan semesta;

4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6) Pengentasan kemiskinan; dan

7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
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4. Membangun kebudayaan dan Karakter Bangsa;
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki
kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk
mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya
saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain.
Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum
dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang
membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan
karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan
melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
2) Memajukan kebudayaan;
3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai
agama;
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga dan
5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar;
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas
perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur
akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui
kebutuhan infrastruktur wilayah;
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam
pembangunan;
3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien dan
5) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana
dan Perubahan Iklim;
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber
daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan

bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup,
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serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan

diarahkan melalui kebijakan:

1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta

3) Pembangunan Rendah Karbon.

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan

Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa,

memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas

pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh

semua masyarakat melalui :

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik
berkualitas;

2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,

3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola
keamanan siber,

4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
dan

5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI

di Iuar negeri

Isu strategis nasional yang akan ditangani untuk mencapai

sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2025, antara lain

meliputi:

a.

b.

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal Kesehatan
dan Pendidikan;

penanggulangan Pengangguran yang disertai Decon Job;

Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;

Revitaslisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan dalam Rangka

Mendorong Produktivitas.

. Ekonomi Hijau.




Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: “Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka
fokus pembangunan diarahkan: Pertama: SDM berkualitas melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan
karakter dan jati diri bangsa. Kedua: Insfrastruktur berkualitas yang
diarahkan pada peningkatan insfrastruktur konektivitas,
penegembangan transisi energi, percepatan insfrastruktur IKN, hingga
reformasi pengelolaan sampah. Ketiga: Ekonomi insklisif dan
berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja
berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-
produk yang ramah lingkungan. Dengan sasaran dan target yang
harus dicapai antara lain:

Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 persen;

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5-5 persen;
Tingkat Kemiskinan 7-8 persen;

Rasio Gini 0,379-0,382;

Indeks Modal Manusia 0,56;

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 38,6 persen,;
Nilai Tukar Petani 113-115;

Nilai Tukar Nelayan 104-100.

® N o g s LN =

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025
dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025
sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta
kegiatan tahunan daerah dengan tema “Optimalisasi Potensi Sumber
Daya Alam Secara Berkelanjutan dalam Akselerasi Peningkatan
Ekonomi Kerakyatan”. Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2025 adalah Optimalisasi potensi perekonomian daerah,
pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya dan

pembangunan insfrastruktur wilayah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten
Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan
prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam urusan

bidang sosial yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.




3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan
dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga
mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan
diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin
dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran
tahunan, arah kebijaksanaan, pogram serta kegiatan. Tujuan Dinas
Sosial Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan
fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan
perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk
jangka waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) tahun.
Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara
terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.
Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau
operasional organisasi.

Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1
(satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang
telah dirumuskan untuk S5 tahun ke depan. Indikator kinerja
diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun
kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan

klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan
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pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan,

program dan kebijakan. Penetapanan indikator kinerja harus
didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan
dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok
menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat
(benefits)

keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan

dan dampak (impacts). Indikator kinerja masukan dan
adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang
digunakan dalam proses untuk menghasilkan output. Sedangkan
keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui
proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan.
Untuk hasil, dampak

setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak

indikator manfaat, dan akan
diperoleh
tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau
manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output
tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang
diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan
dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan
tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk
periode Renstra 2021-2026, beserta indikator capaiannya diharapkan
dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat
spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025

dapat dilihat pada tabel berikut:

Misi 2 : Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan Persentase Penguatan Persentase Pemenuhan
Kesejahteraan Penanganan Pelaksanaan Kebutuhan Dasar
Sosial Pemerlu Perlindungan, Pemerlu Pelayanan

Pelayanan Rehabilitasi dan | Kesejahteraan  Sosial
Kesejahteraan Jaminan Sosial (PPKS)

Sosial (PPKS)

Misi 6 : Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Meningkatkan Nilai SAKIP Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP
Birokrasi yang Kinerja
Bersih dan Pemerintah
Akuntabel Daerah




Terwujudnya Indeks Meningkatnya Indeks Kepuasan
Pelayanan Publik | Pelayanan Publik | Kepuasan Masyarakat
yang Prima Masyarakat




Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2025

Target Nama Indikator Kinerja Target Kinerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran | Satuan Indikator Program Program Satuan Program
Sasaran 2025 Tahun 2025
Meningkatkan | Penguatan Persentase Persen 51,22 Pemberdayaan | Persentase Persen 50
Kesejahteraan | Pelaksanaan Pemenuhan Sosial Pemberdayaan Sosial
Sosial Perlindungan, | Kebutuhan Dasar
Rehabilitasi Pemerlu Pelayanan S S
dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Rehablllta51 Per;entase Rehab.lhtas,l
Sosial (PPKS) Sosial Sosial Dasar Bagi
Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Persen 100
Terlantar dan
Gepeng Diluar Panti
Sosial
Perlindungan Persentase Perlindungan
dan Jaminan dan Jaminan Sosial bagi Persen 59,73
Sosial PPKS
giiigiznan Persentase Korban
Bencana Alam dan Persen 100
Sosial yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya
Pengelolaa Persentase Taman
Taman Makam | Makam Pahlwan yang Persen 100
Pahlawan Dikelola
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Target Indikator Kinerja Target Kinerja
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran | Satuan Indikator Nama Program Program Satuan Program
Sasaran 2025 Tahun 2025
Nilai Evaluasi ) Nilai Laporan LKjIP
SAKIP Penunjang
Meningkatkan | Meningkatnya . Urusan .
Birokrasi yang | Kinerja Nilai 79,85 Pemerintahan Nilai 79,85
Bersih dan Pemerintah Daerah
Akuntabel Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya | Indeks Kepuasan _ Persentase Layanan
T - Kepuasan Masyarakat Benunjang Dukungan Administrasi
erwujudnya o rusan ; o
Pelayanan Masyarakat Nilai 349 Pemerintahan I;:ss:; gtgl;l)atan yans Nilai 90
Publik yang Daerah
Prima Kabupaten/Kota
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan
terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas
Sosial Kabupaten Natuna pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:
a. Mengarah pada Urusan Sosial yang mengarah pada pencapaian Visi
dan Misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Natuna Tahun 2021-2026,

b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu
strategis dalam pelaksanaan pelayanan Sosial Kabupaten Natuna

sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021-2026.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu
Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna
Tahun 2025 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan

Maju Tahun 2026).
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun

2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun

2021-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan

dilaksanakan  pada tahun 2025 pada akhirnya diharapkan dapat

mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan urusan sosial yang
bermanfaat guna  mendukung  pencapaian Visi = Kabupaten

Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil
sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal
pelaksanaan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sehingga dapat
teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.

2. Pelaksanaan program kerja tahun 2025 harus melalui proses yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kaidah-kaidah yang berlaku,;

3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub
Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2025.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan
datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan Renja tahun 2025 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.

2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 guna
memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2025, maka penetapan

prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan lebih



terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan
perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2025, mendorong peningkatan
kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang
menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja
tahun 2025 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana

Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.




